BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah
suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan makhluk-Nya untuk
berkembang biak dan melestarikan hidupnya.'

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi
suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang
wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan
memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu sebagaimana lazim dan wajarnya
merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan
mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.?

Allah swt., berfirman dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 21 :
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya

" Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), 6.
* Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Ui-Press, 1986), 73.



diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.?

Dalam firman-Nya juga juga surat Al-Dhariyat ayat 49:
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Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan,
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah™.*

Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami
isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada
kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar
bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang,
dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan
memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak
keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang
merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.

Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil
keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali.

Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian,

’ Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. V (Surabaya: Mahkota, 2001), 406.
* Ibid., 862.
> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi
dibenci oleh Nabi Muhammad saw.°

Apabila perceraian antara suami isteri telah terjadi maka akan timbul
suatu masalah diantaranya adalah hadanah. Hadanah sebagai akibat dari
perceraian akan menimbulkan sebuah masalah karena orang tua biasanya akan
saling berebut dan tidak mau mengalah dalam mengasuh anak mereka. Apabila
sudah tidak ada lagi kesepakatan dalam pengasuhan anak maka pengadilan yang
berhak memutuskan dengan siapa anak tersebut harus ikut.

Agama menectapkan bahwa wanita adalah orang yang berhak untuk

melakukan Aadanah, sebagaimana disebutkan dalam hadis:
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Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita
berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang
mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susuku
minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka
berkatalah Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama
engkau belum kawin (dengan laki-laki yang lain)”®

% Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana,
2010), 97.

7 Abu Dawiid, Sunan Abu Dawiid, Juz 11 (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1996), 150.

¥ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulkigh al- Maram Min Adillah al- Ahkam, Terjemah Irfan Maulana Hakim,
Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 555.



Menurut riwayat Imam Malik dalam Kitab Muwatta’ dari Yahya bin
Sa’id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai
seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu
waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di
dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkannya di atas
kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek si anak, Umar berkata, “anakku”.
Wanita itu berkata pula “anakku”. Maka dibawalah perkara itu kepada khalifah
Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya.’

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya
perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.'

Berangkat dari gambaran di atas Pengadilan Agama Malang telah
memutus perkara Nomor: 0151/Pdt.G2014/PA.Mlg, anatara Azizah (nama
samaran) sebagai penggugat dan Aziz (nama samaran) sebagai tergugat. Di
mana dalam kasus tersebut Azizah (penggugat) telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Aziz (tergugat) yang di dalamnya terdapat gugatan hak asuh anak yang

? Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 178.
' pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.



belum mumayyiz, tertanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 0151/ Pdt.G/2014/ PA.Mlg.

Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada
tanggal 14 Maret 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
125/13/111/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang
pada tanggal 14 Maret 2008 dan dikarunia satu orang anak bernama Susi (nama
samaran) umur 6 Tahun. Sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya
terjadi pada bulan Oktober 2009.

Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terutama
terkait persoalan anak hasil bawaan penggugat dari perkawinan dengan suami
pertama atau dengan kata lain ketika penggugat menikah dengan tergugat,
penggugat sudah berstatus janda mati dengan membawa dua orang anak.
Setelah pertengkaran itu penggugat meninggalkan tergugat dan anaknya yang
masih berumur 2 bulan. "'

Akhirnya dalam gugatan tersebut majelis hakim PA Malang
memutuskan jatuhnya talak satu ba’in sughra tergugat (suami) terhadap

penggugat (isteri) tetapi majelis hakim menolak gugatan penggugat (isteri) atas

' Salinan Putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg, 2.



hadanah anak yang bernama Susi umur 6 tahun dan menyerahkan hak asuh anak
kepada tergugat (suami)."?

Dari deskripsi permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti
kasus tersebut, dimana putusan tersebut menetapkan ayah sebagi pihak yang
berhak dalam pengasuahan anak yang belum mumayyiz setelah terjadi peceraian
dan penulis ingin meneliti perkara tersebut serta membahas melalui skripsi
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor:
0151/Pdt.G/2014/ PA.MIg Tentang Penyerahan Hak Hadanah Anak Belum

MumayyizKepada Ayah Kandung Pasca Perceraian”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan identifikasi masalah yaitu
sebagai berikut :
1. Pengertian hadanah
2. Dasar hukum hadanah anak yang belum mumayyiz
3. Pihak-pihak yang berhak memperoleh hadanah
4. Syarat-syarat untuk menjadi hadin
5. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum putusan Nomor:
0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang penyerahan hak hadanah anak belum

mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian

2 Ibid., 33.



6. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA. Mlg
Dari identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang akan dibahas
nantinya maka penulis membatasi sebagai berikut :
1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum putusan Nomor:
0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang penyerahan hak hadanah anak belum
mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian

2. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA. Mlg

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menarik
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum putusan Nomor:
0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang penyerahan hak hadanah anak belum
mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor:

0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tersebut ?

Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk
mendapatkan gambaran terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya sehingga diharapkan penelitian kali ini tidak ada



pengulangan materi penelitian. Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti

kaji sebelum pembuatan skripsi ini di antaranya:

1. Anik Wahyuni dengan skripsi berjudul “Hak hadanah ayah terhadap anak
yang belum mumayyiz akibat perceraian di Pengadilan Agama Jombang
(Analisis Hukum Islam)”, dalam skripsinya ia menjelaskan anak ikut dengan
ayahnya disebabkan ayah dan ibunya terjadi perselisihan, salah sangka,
tetapi ibu merelakan si anak diasuh oleh ayahnya."

2. Siti Khoiriyah dengan skripsi berjudul “Kontroversi Putusan Pengadilan
Agama Malang Tentang Hak Hadanah Bagi ITbu Non Muslim”, dalam
skripsinya ia menjelaskan bahwa pembatalan keputusan oleh Pengadilan
Agama Malang dikarenakan si ibu diketahui telah beragama Kristen,
sehingga hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah.'*

3. Miftachul Jannah dengan skripsi berjudul “Hak Asuh Anak yang Belum
Mumayyiz oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraian di PA Gresik dan PA Kota
Malang”, dalam skripsinya ia menjelaskan di PA Gresik hak hadanah yang

diberikan kepada ayah dikarenakan pihak ibu telah melakukan tindakan

"> Anik Wahyuni, “Hak Hadanah Ayah terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian di
Pengadilan Agama Jombang (Analisa Hukum Islam)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002),
42.

' Siti Khoiriyah, “Kontroversi Putusan PA Malang Tentang Hak Hadanah Bagi Ibu Non Muslim”
(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 45.



yang tidak terpuji (memiliki hubungan khusus/selingkuh dengan pria lain)
sedangakan di PA Malang ibunya non muslim."

4. Dewi Masyithoh dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs Tentang Hak
Asuh Anak”, dalam skripsinya ia menjelaskan tentang hak hadanah yang
diberikan kepada pihak suami (ayah) oleh PA Gresik dikarenkan ayah lebih
menjamin kemaslahatan dan kepentingan anak, meskipun anak tersebut
belum mumayyiz, tetapi ibu diberi hak berkunjung kepada anak tersebut.'®

5. Muhammad Syaikhon dengan skripsi berjudul “Studi Analisis Hukum Islam
Terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Jatim Dalam Perkara Hak Asuh
Anak”, dalam skripsinya ia menjelaskan tentang putusan PA memberikan
hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada suami (ayah) karena pihak ibu
kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Budha, sedangkan putusan
PTA membatalkannya dan hak asuh anak jatuh pada isteri (ibu) karena dalil
gugatan penggugat/terbanding (suami) dianngap tidak jelas karena tidak
menjelaskan dalam surat gugatannya mengenai peristiwa kongkrit yang

menjadi perselisihan antara kedua belah pihak serta penggugat/terbanding

"> Miftchul Jannah, “Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraian
di PA Gresik dan PA Kota Malang” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 43.

' Dewi Masyithoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.
223/Pdt.G/2007/PA.Gs Tentang Hak Asuh Anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 38.
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(suami) telah merubah pokok gugatan yang asalnya gugatan hak asuh anak
dirubah menjadi gugatan peralihan hak asuh anak.'’

6. Ani Sulkhah dengan skripsi berjudul “Pembagian Hak Asuh Anak Dalam
Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Nomor
0129/Pdt.G/2010/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo)”, dalam
skripsinya ia menjelaskan tentang hak asuh 3 orang anak, dimana anak
pertama hak asuhnya diberikan kepada ayah karena sejak penggugat dan
tergugat berpisah anak pertama ikut dengan tergugat (ayah), sedangkan
anak kedua hak asuhnya diberikan kepada penggugat (ibu) karena sejak
penggugat dan tergugat berpisah anak itu ikut dengan penggugat (ibu),
sedangkan anak ketiga hakim menetapkan bahwa anak tersebut tetap
dilingkungannya saat ini yaitu dengan kakak tergugat karena sejak umur 3
bulan samapai umur 5 tahun anak tersebut sudah dititipkan disana dan saat
ini sudah disekolahkan disana.'®

7. Fathor Rosi dengan skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No0.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl

Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak” dalam skripsinya ia menjelaskan

pencabutan hak asuh anak dari ibu kepada ayah karena si ibu tidak

' Muhammad Syaikhon, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Surabaya Dan PTA
Jatim Dalam Perkara Hak Asuh Anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009 ), 47.

'® Ani Sulkhah, “Pembagian Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2010/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2011), 42.
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melakukan kewajibannya sebagai pengasuh anak yang baik, sering
memukul, dan tidak cakap dalam mengasuh anak."

8. A Nafidzul Azizi dengan skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang Diberkan Kepada Ayah (Studi
Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)”, dalam skripsinya ia menjelaskan
bahwa hak asuh anak belum dewasa yang diberkan kepada ayah karena
pihak ibu ingin membawa anaknya yang masih belum mumayyiz untuk
dibawa pulang ke kampung halamannya yaitu NTT yang lingkungannya
beragama Kristen.*

Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini
adalah penyerahan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah pasca perceraian
karena pihak ibu terbukti meninggalkan anaknya yang masih berumur 2 bulan
sampai si anak berumur 6 tahun dan hakim memandang mengenai pemeliharaan
anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus
melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak,
dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak
bukan siapa yang lebih berhak, selain itu majelis hakim menilai si ibu sudah

tidak memenuhi syarat sebagaiman disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar

' Fathor Rosi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.
941/Pdt.G/2010/PA.Bkl Tentang Pencabutan Hak Asuh Anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2012), 39.

* A Nafidzul Azizi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak belum Dewasa Yang
Diberikan Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)” (Skripsi--IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2012), 44.
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Juz II Halaman 94, dalam Kitab tersebut dijelaskan syarat bagi orang yang akan

melaksanakan tugas hadanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal

sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di

daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat

yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadanah bagi si ibu.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Mengetahui  pertimbangan dan dasar hukum putusan Nomor:
0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang penyerahan hak Aadanah anak belum
mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian

Mengetahui  tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor:

0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Aspek Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya bagi
pengembangan ilmu pengetahuan kususnya yang berhubungan dengan

hadanah yang diberikan kepada ayah serta dapat dijadikan sebagai bahan
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pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah
hadanah yang diberikan kepada ayah.

2. Aspek Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para
hakim dalam menangani dan melaksanakan tugasnya serta bahan

pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis
memberikan penjelasan sebagai berikut:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah
swt. dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.’'Hukum
Islam disini adalah hukum Islam menurut ulama empat mazhab yang
menjelaskan tentang konsep hadanah.

Hadanah : Pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih
kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat
berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang

membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akalnya, supaya

2! Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 34.
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si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan
dihadapinya.?

Mumayyiz : Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemelihraan anak
yang belum berumur 12 tahun.

Perceraian : Berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki

dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.*

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Zibrary research) yaitu
penelitian yang dilakukan terhadap putusan hakim.** Dalam hal ini penyusun
melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang untuk mengkaji putusan
tentang penyerahan hak hadanah anak belum mumayyiz kepada ayah kandung
pasca perceraian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data  tentang  deskripsi  perkara  dalam  putusan = Nomor:

0151/Pdt.G/2014/PA Mlg.

2 Alhamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.
» Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 189.
 Rianto Adi, Metodologi Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 47.
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b. Data tentang pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan
Agama Malang dalam putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

c. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama
Malang dalam putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer, yaitu putusan Pengadilan Agama Malang yang
terkait dengan perkara Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan
pustaka seperti buku-buku.”® Dalam penelitian ini penulis menggunakan
data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini,
yaitu:

1) Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, Terjemah Idrus
al-Kaff, Cet. 25, Jakarta: Lentera, 2010

2) Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul
Hayyie al-Kattani, Jilid 10, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011

3) Imam Syafi’i, A/ Umnm Kitab Induk, Terjemah Ismail Yakub, Cet. I,
Jakarta: Faizan, 1983

4) Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Kifayatul Akhyar Terjemahan

Ringkas Figh Islam Lengkap, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),
115.
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5) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah Moh. Thalib, Jilid 8, Bandung:
Al-Ma’arif, 1990
6) Sriyani, Wawancara, Malang, 27 Mei 2015
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
terdiri dari:

a. Dokumentasi, yaitu suatu cara memperolah data dengan cara mempelajari
berkas perkara berupa putusan tentang penyerahan hak hadanah anak
belum mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian dalam putusan
Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

b. Wawancara (/nterview), dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap
hakim yang menangani perkara tentang penyerahan hak hadanah anak
belum mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian. Dalam
wawancara ini penulis menggunakan pertanyaan yang telah terstruktur.

4. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri
dari:

a. Analisis deskriptif, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau
menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui,
kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat

memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan
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mengemukakan kasus yang terjadi di PA Malang tentang penyerahan hak
hadanah anak belum mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian,
kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam
literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang
bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif, yaitu teknik berfikir yang diawali dengan
mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara
hak asuh anak menurut ulama empat mazhab untuk selanjutnya
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap
putusan PA Malang tentang penyerahan hak hadanah anak belum
mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraian, kemudian ditarik

sebuah kesimpulan.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
membagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini memuat bahasan
tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua memuat tentang landasan teori hAadanah menurut ulama
empat mazhab, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum hadanah, syarat-
syarat hadin, urutan hadin, berakhirnya masa hadanah serta biaya hadanah.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang memuat tentang deskripsi
perkara, pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim PA Malang dalam
perkara Nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang penyerahan hak fadanah anak
belum mumayyiz kepada ayah kandung pasca perceraiaan.

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar
hukum hakim PA Malang dalam perkara nomor: 0151/Pdt.G/2014/PA.Mlg dan
analisis hukum Islam terhadap putusan PA Malang dalam perkara Nomor:
0151/Pdt.G/2014/PA. Mlg.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



